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ABSTRAK 

HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

SEPRA ARIYANTO 

 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana hak gugat 

organisasi lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan Apakah bentuk ganti rugi 

yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut Undang-undang 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. 

Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif’ yang dimaksudkan 

objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe 

penelitian mi adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan. 

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa: Hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam 

gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 tahun 

2009 tentang Lingkungan Hidup dapat diajukan oleh Organisasi lingkungan hidup 

berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau pengembalian fungsi lingkungan yang 

tercemar atau pemulihan kembali, apabila organisasi tersebut memenuhi 

persyaratan : Berbentuk badan hukum atau yayasan; Dalam anggaran dasar 

organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa 

tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup ; Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 

dasarnya, dan Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh 

orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara 

Perdata yang berlaku. Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas 

lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa setiap penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum 

berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan 

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi 

dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa memasang atau memperbaiki unit 

pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup 

yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan 

atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup. 

 

Kata Kunci : Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. 

 



v 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT,  serta 

sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat 

Nya jualah skripsi dengan judul: HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak 

mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. 

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap: 

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang beserta jajarannya; 

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang beserta stafnya; 

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang; 

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku 

Pembimbing dalam penulisan skripsi ini; 



vi 

5. Ibu Luil Maknun, SH, M.Hum., Pembimbing Akademik Penulis selama 

menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang; 

7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih. 

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini 

dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian 

skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada 

mereka. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

Palembang, Pebruari 2019 

Penulis, 

 

 

SEPRA ARIYANTO 



vii 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................   i 

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .........................................................  ii 

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ................................................................  iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................  iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................   v 

ABSTRAK .......................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  ix 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................  1  

B. Permasalahan ...........................................................................  6 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  ....................................................  6 

D. Defenisi Konseptual  ...............................................................  7 

E. Metode Penelitian ....................................................................  8 

F. Sistematika Penulisan..............................................................  10 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Sejarah Lingkungan Hidup .............................   11 

B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ...............   17 

C. Sengketa Lingkungan Hidup ...................................................   25 

D. Organisasi Lingkungan Hidup ................................................   25 

 



viii 

BAB III   PEMBAHASAN 

A. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Menurut  

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .......................................   35 

B. Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Digugat oleh Organisasi 

Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32  

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  

Lingkungan Hidup...................................................................   40 

BAB IV   PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................  42 

B. Saran-saran ..............................................................................  43 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya 

penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada 

setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan 

ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Penyesuaian diri manusia terhadap 

perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain, melalui proses 

budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan 

teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan 

manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam 

jauh ke dasar laut dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-sifat 

biologinya. 

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia 

mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia 

akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata 

suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat 

dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk 

memperoleh keseimbangaan, keserasian, dan keselarasan hidupnya 

dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi.1) 

 
Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya 

yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran 

udara dan air di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena 

kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. 

                                                 
1)  Daud Silalahi, 2002, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.6.  
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Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan 

penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan 

dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus 

berlangsung. 

Perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke 20, dalam waktu 

yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup 

manusia yaitu lingkungan hidup yang alami dan lingkungan  hidup buatannya 

mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang 

dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku 

sekaligus menjadi korbannya. 

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang 

sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga 

tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan 

yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir 

dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia 

dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya. 

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia 

untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun 

demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan 

dengan lingkungan. 

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup : 

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan; 

2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa 

sehat; 
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3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam 

perbaikan hidup berkeadilan sosial.2) 

 

Untuk mengatasi mengenai pertentangan antara lingkungan dan 

pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. 

Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, 

yang seharusnya tidak boleh dipertentangan. Pemikiran yang demikian itu 

dilandasi sebuah pemikian yang mengganggap lingkungan di luar dari 

pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur 

mengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu 

pendekatan yang lebih menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga 

kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus 

sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga 

akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia seyogiyanya selalu diimbangi dengan peningkatan 

kualitas atau perbaikan lingkungan. 

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha 

Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya 

yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta 

makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup 

sendiri. 

                                                 
2) Supriadi, 2006., Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm.39.  
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Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan 

yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa 

Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia 

dengan Tuhan yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia 

dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan 

lahir dan bathin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat 

hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat 

tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional 

mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi 

masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai 

upaya sdar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir 

maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan 

sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi 

lingkungan hidup. 

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu 

Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan 

adanya kemajuan tersebut pulalah prilaku manusia dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara justru semakin kompkeks dan bahkan multi kompleks. 
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Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada prilaku yang dapat 

dikelompokan sesuai dengan norma dan prilaku yang bertentangan dengan 

norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan 

merugikan masyarakat bahkan tidak jarang seringkali menimbulkan masalah 

dibidang hukum khususnya hukum lingkungan. 

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan 

meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta 

dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas 

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak 

yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi 

abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan 

dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. 

Demikian juga terhadap dampak pembangunan terhadap kondisi 

lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif antara lain terjadi karena 

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan indidvidu maupun 

kelompok bahkan badan hukum terhadap lingkungan itu sendiri, yang 

tentunya dapat menerbitkan hak organisasi lingkungan terhadap pencemaran 

atau perusakan lingkungan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan hak gugat 
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organisasi lingkungan hidup atas lingkungan hidup, untuk maksud tersebut 

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : HAK GUGAT 

ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 

TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP. 

 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup? 

2. Apakah bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan 

hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat 

pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan hak gugat 

organisasi lingkungan hidup atas lingkungan hidup. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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2. Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup 

menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

D. Defenisi Konseptual 

1. Hak adalah yang melekat pada subjek hukum yang dapat digunakan 

ataupun tidak digunakan oleh subyek hukum.3) 

2. Lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain (Pasal  

1 butir 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

3. Asas tanggung jawab merupakan perwujudan dari prinsip Negara sebagai 

organisasi kekuasaan (politik) berkewajiban melindungi warga Negara 

atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda 

Negara dan penduduknya. 

4. Organisasi lingkungan hidup adalah organisasi yang berkiprah menyoal 

tentang lingkungan hidup yang mempunyai badan hukum. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3) Muhammad Akib, 2012, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional, Rajawali 

Pers, Jakarta, hlm 16.  
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama 

yang diperoleh dari pustaka, antara lain :  

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif)  yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 32 

tahun 2009 tentang Perlindudngan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

 

 



9 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya 

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak 

Polresta Palembang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 
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khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian dan sejarah 

Lingkungan Hidup, Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, 

Sengketa Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak gugat 

organisasi lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bentuk ganti 

rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut Undang-

undang No. 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku-Buku : 

Abdurrahman,  2003, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

Daud Silalahi, 2002, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum 

Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung. 

Hemien Hadiati Koeswadji,  2011, Hukum Pidana Lingkungan,  Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

Komar Kantaadmadja, 2008, Ganti Rugi International Pencemaran di Laut, 

Alumni, Bandung. 

Muhamad Erwin,  2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. 

R.M.Gatot P. Soemartono,  2007, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Stefanus Munadjat Danusaputro,  2008, Hukum Lingkungan, Buku V Jilid 1, 

Binacipta, Bandung. 

Siahaan, 2009. Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta. 

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Supriadi,  2006, Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Trisna Sastrawijaya, 2009, Pencemaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Perundang-Undangan : 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindudngan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 


